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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

mengamanatkan untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial. Salah satu persyaratan untuk dapat membentuk suatu

pemerintahan negara yang berdaulat dan dapat mensejahterakan rakyat adalah

pendapatan negara. Pendapatan negara digunakan untuk mengelola negara dan

menjalankan roda pemerintahan. Pendapatan nasional suatu negara merupakan salah

satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah pintu

gerbang terwujudnya kesejahteraan rakyat suatu negara.

Pendapatan Negara Indonesia, yang merupakan sumber utama pendanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), terdiri dari atas semua penerimaan

negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak,

serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Besaran rencana pendapatan

negara tergantung pada sasaran masing-masing jenis penerimaan, setelah dengan

seksama memperhitungkan perkembangan realisasi dan estimasi dari penerimaan

dimaksud pada tahun berjalan. Rencana penerimaan juga mempertimbangkan
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berbagai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dan yang tercermin dalam

perkembangan indikator ekonomi pada asumsi dasar makro, seperti laju pertumbuhan

ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan

indikator ekonomi makro lainnya. Sejalan dengan upaya optimalisasi pendapatan

negara untuk meningkatkan kemandirian dalam pendanaan pembangunan, secara

nominal realisasi pendapatan Negara Republik Indonesia dalam lima tahun terakhir

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pendapatan Negara Republik

Indonesia pada periode 2007-2012 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,4

persen per tahun, berasal dari kontribusi penerimaan perpajakan yang tumbuh rata-

rata sebesar 15,5 persen per tahun, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) yang tumbuh rata-rata sebesar 11,4 persen per tahun, dan penerimaan hibah

yang tumbuh rata-rata 32,6 persen per tahun (Kementerian Keuangan, 2013).

Perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat Indonesia dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut adanya ketersediaan anggaran yang

semakin meningkat, sehingga sumber-sumber pendapatan negara harus terus dapat

dioptimalkan. Dalam kaitan ini, optimalisasi pendapatan Negara Republik Indonesia

akan tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Saat ini tumpuan utama

penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak setelah sebelumnya didominasi

oleh penerimaan negara bukan pajak yaitu sektor minyak dan gas bumi (migas).

Definisi pajak di Indonesia menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2007

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
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berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Indonesia.

Tabel 1.1
Tabel Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2007 - 2013

 490 988  658 701  619 922  723 307  873 874 1 016 237 1 192 994

 470 052  622 359  601 252  694 392  819 752  968 293 1 134 289

 238
431

 327
498

 317
615

 357
045

 431
122

 513 650  584 890

 154
527

 209
647

 193
067

 230
605

 277
800

 336 057  423 708

 23 724  25 354  24 270  28 581  29 893  29 687  27 344

 5 953  5 573  6 465  8 026 -1 - -

 44 679  51 252  56 719  66 166  77 010  83 267  92 004

 2 738  3 035  3 116  3 969  3 928  5 632  6 343

 20 936  36 342  18 670  28 915  54 122  47 944  58 705

 16 699  22 764  18 105  20 017  25 266  24 738  27 003

 4 237  13 578   565  8 898  28 856  23 206  31 702

 215 120  320 604  227 174  268 942  331 472  341 143  332 196

 132
893

 224
463

 138
959

 168
825

 213
823

 217 159  197 205

 23 223  29 088  26 050  30 097  28 184  30 777  33 500

 56 873  63 319  53 796  59 429  69 361  72 799  77 992

 2 131  3 734  8 369  10 591  20 104  20 408  23 499

 706 108  979 305  847 096  992 249 1 205 346 1 357 380 1 525 190

2) APBN-P

3) APBN

Sumber Kementrian Keuangan, 2013

Jumlah / Total

Catatan: : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan

1) LKPP

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Bukan Pajak

           Pajak Dalam Negeri

           Pajak Perdagangan
Internasional

      Pajak Penghasilan

      Pajak Pertambahan Nilai

      Pajak Bumi dan Bangunan

      Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2013

Sumber Penerimaan 2007 1) 2008 1) 2009 1) 2010 1) 2011 1) 2012 2) 2013 3)

     Penerimaan Bukan Pajak
Lainnya     Pendapatan Badan Layanan
Umum

      Cukai

      Pajak Lainnya

     Bea Masuk

     Pajak Ekspor

     Penerimaan Sumber Daya
Alam
     Bagian laba BUMN
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Pada Tabel 1.1 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam penerimaan

perpajakan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Penerimaan pajak tertinggi

masih didominasi oleh pajak penghasilan (PPh), Kemudian disusul oleh pajak

pertambahan nilai (PPn) dan Bea Cukai, Ini disebabkan oleh keseriusan pemerintah

untuk lebih menitik beratkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang

dianggap lebih potensial untuk dapat diandalkan dalam penerimaan negara dalam

APBN.

Langkah-langkah pembenahan dilakukan oleh pemerintah seiring dengan

meningkatnya penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan didukung oleh berbagai

kebijakan yang dilakukan pemerintah di bidang perpajakan, yaitu: 1) reformasi

administrasi perpajakan; 2) reformasi peraturan dan perundang-undangan; dan 3)

reformasi pengawasan dan penggalian potensi (Undang Undang No. 28 Tahun 2007

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Reformasi yang telah dilakukan dalam administrasi perpajakan di Indonesia,

antara lain membentuk kantor pelayan pajak modern dan melakukan program project

for Indonesia tax administration reform (PINTAR). Di bidang peraturan dan

perundang-undangan pemerintah telah melakukan amendemen tiga undang-undang

perpajakan, yaitu Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan Tahun 2007, Undang-undang tentang Pajak Penghasilan Tahun 2008 dan

Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah Tahun 2009. Sesuai dengan undang-undang yang baru,

tarif PPh badan mengalami penurunan dari 28 persen pada tahun 2009 menjadi 25
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persen pada tahun 2010. Khusus untuk perusahaan publik yang minimal 40 persen

sahamnya dimiliki oleh publik, diberikan insentif pengurangan tarif PPh badan

sebesar 5 persen di bawah tarif normal.

Dibidang pengawasan dan penggalian potensi, pemerintah membangun suatu

metode pengawasan dan penggalian potensi penerimaan pajak yang terstruktur,

terukur, terstandarisasi, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun jumlah penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar, tetapi

jika dibandingkan dengan negara-negara lain, penerimaan pajak di Indonesia masih

belum optimal. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengetahui peranan

pajak dalam sebuah negara adalah dengan melihat besaran rasio pajak (tax ratio)

Negara tersebut. Tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik

Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan

pendapatan nasional. Tax ratio menunjukan jumlah penerimaan pajak yang dapat

dipungut dari setiap rupiah pendapatan nasional. Kenaikan tax ratio dapat diartikan

keberhasilan dalam proses pemungutan pajak. Namun dalam pelaksanaan

peningkatan tax ratio terdapat kendala utama, yaitu rendahnya kepatuhan Wajib

Pajak (tax compliance).

Pada Tabel 1.2 terlihat bahwa tax ratio, rasio penerimaan perpajakan terhadap

PDB  Indonesia tahun 2009-2012 berkisar antara 11,0 persen-12,3 persen. Besarnya

penerimaan perpajakan dalam perhitungan tax ratio tersebut hanya memperhitungkan

penerimaan perpajakan yang dipungut oleh pemerintah pusat, tidak termasuk

penerimaan pajak daerah dan Sumber Daya Alam (SDA) migas. Ada tiga alternatif di
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dalam mengukur tax ratio: pertama, tax ratio diukur dari penerimaan pajak pusat saja

terhadap PDB; kedua, tax ratio diukur dari penerimaan pajak pusat ditambah dengan

pajak daerah terhadap PDB; dan ketiga, tax ratio diukur dari penerimaan pajak pusat

ditambah pajak daerah dan di tambah penerimaan dari SDA (Kementerian Keuangan,

2013). Jika penerimaan pajak daerah dan SDA migas dimasukan dalam perhitungan

tax ratio, maka tax ratio Indonesia tahun 2009-2012 berkisar antara 14,1 persen-15,8

persen.

Tabel 1.2
Perkembangan Tax Ratio Indonesia Tahun 2009-2012

(Triliun Rupiah)

Penerimaan Perpajakan (1) 619.9 723.3 873.9 1,021.8
SDA Migas (2) 125.8 152.7 193.5 201.1
Penerimaan Pajak Daerah (3) 45.1 47.7 63.6 81.6
PDB (4) 5,613.4 6,422.2 7,427.1 8,274.0

Tax Ratio (arti sempit) = 1 : 4 11.0% 11.3% 11.8% 12.3%

Tax Ratio (arti luas) = (1+2+3) : 4 14.1% 14.4% 15.2% 15.8%

Sumber : Kementerian Keuangan, 2013

20122009 2010 2011

Pada dasarnya wajib pajak dan otoritas pajak mengkehendaki tingkat

kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Adanya

perbedaan tujuan dalam hal pemungutan pajak, dengan otoritas pajak berusaha untuk

memaksimalkan penerimaan pajak; sementara, wajib pajak berusaha meminimalkan

pajak yang harus disetor ke kas negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
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(KBBI, 2013), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan

kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan

Wajib Pajak menetapkan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan

kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak

dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak Patuh), Wajib Pajak harus memenuhi

persyaratan: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan; 2) Tidak

mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang

telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3) Laporan

Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan

pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-

turut; dan 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT

tahun 2008-2010 dapat dilihat pada Tabel 1.3.
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Tabel 1.3
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun 2008-2010

7,137,023 10,682,099 15,911,576

6,341,828 9,996,620 14,101,933

2,097,849 5,413,114 8,202,309

33.08% 54.15% 58.16%

: Diolah dari data Direktorat Jenderal Pajak RI, 2013

Jumlah SPT yang diterima

Keterangan

Wajib Pajak yang wajib

Prosentase Rasio Kepatuhan

Sumber

2008 2009 2010

Oleh Direktorat Jenderal Pajak

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Melaporkan SPT

Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap

peraturan perpajakan merupakan salah satu unsur penting dalam memberikan

pedoman kepada wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan cenderung untuk lebih patuh

dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak paham peraturan perpajakan. Kesadaran

Wajib pajak pun berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak. Paham peraturan

perpajakan tetapi tidak mempunyai kesadaran untuk melaksanakannya juga salah satu
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hal yang dapat menghambat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak juga

dapat dikaitkan dengan sanksi perpajakan. Sanksi tegas berupa denda dan sanksi

kurungan badan diharapkan dapat memicu peningkatan tingkat kepatuhan wajib

pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Juanda (2010) menunjukkan suatu

fenomena dimana semakin tinggi penghasilan wajib pajak, ternyata tingkat kepatuhan

untuk membayar pajak justru semakin rendah. Penelitian tersebut menggunakan tiga

variabel, yaitu: 1) faktor pemeriksaan terhadap Wajib Pajak; 2) tingkat pendidikan

Wajib Pajak; dan 3) tingkat penghasilan Wajib Pajak. Pada variabel pertama, semakin

tinggi peluang pemeriksaan pajak dan semakin besar denda akan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan Wajib Pajak; sedangkan pada variabel kedua dan ketiga, semakin

tinggi tingkat pendidikan dan penghasilan akan berpengaruh negatif terhadap

kepatuhan Wajib Pajak. Hasil riset juga menunjukan, kepatuhan membayar pajak

paling rendah justru terjadi pada responden yang mempunyai tingkat pendidikan

tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin pandai pula caranya

untuk menghindari pajak. Dalam prakteknya, memang semakin tinggi penghasilannya

keinginan untuk mendapatkan insentif dari hasil jerih payahnya itu juga semakin

besar pula.

Kasipillai (2000) menghubungkan antara pengetahuan perpajakan dengan

tingkat kepatuhan, dimana beliau mengatakan “Tax knowledge is an essential

element in a voluntary compliance tax system”. Menurut Pastukhov (2010),

pengetahuan wajib pajak akan mendorong mereka untuk membayar pajak, selain
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dengan cara penegakan hukum yang memang akan meningkatkan kepatuhan

perpajakan.

Devano (2006) dalam Ni Luh Supadmi (2006), mengemukakan kepatuhan

perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut: 1) Wajib pajak memahami dan

berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan; 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 3) Menghitung

jumlah pajak yang terutang dengan benar; dan 4) Membayar pajak yang terutang

tepat pada waktunya.

Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang

rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat

dijaring. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali

menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran

wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib

pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian oleh Bambang Juanda (2010)

menunjukkan suatu fenomena dimana semakin tinggi tingkat pemahaman (tingkat

pendidikan) wajib pajak semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak di mana

hasil riset menunjukan bahwa  kepatuhan membayar pajak paling rendah justru terjadi

pada responden yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi.

Hasil penelitian oleh Bambang Juanda (2010) berbeda dengan Pastukhov

(2010) yang menemukan bahwa pemahaman (pengetahuan) wajib pajak justru akan
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mendorong mereka untuk membayar pajak, selain dengan cara penegakan hukum

yang memang akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Di sini terlihat adanya research gap hasil penelitian antara kedua peneliti

tersebut yang menarik minat dan membuat penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tentang kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka mendapatkan mencapai

tujuan bersama, yaitu meningkatkan penerimaan pajak yang tinggi melalui kepatuhan

wajib pajak berdasarkan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi

perpajakan, di dalam penelitian ini, selain variabel pemahaman wajib wajib, penulis

juga memasukkan variabel kesadaran wajib pajak dan variabel sanksi perpajakan

untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap variabel kepatuhan

wajib pajak. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Pemahaman

Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak.”

1.2 Indentifikasi Masalah:

Berdasarkan latar belakang permasalahan di duga sebab permasalahan

kepatuhan wajib pajak dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

Administrasi perpajakan, pedoman perpajakan, tarip pajak, peraturan perpajakan,

insentif perpajakan, pelayanan pajak, perhitungan pajak, pemeriksaan wajib pajak,

pendidikan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi

perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
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1.3 Ruang Lingkup

Berhubung keterbatasan waktu penelitian dan tujuan kedalaman penelitian

terhadap kepatuhan wajib pajak, serta masih terdapat ketidak konsistenan penelitian

terdahulu terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka

dipilih pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan yang

diduga merupakan faktor yang masih cukup signifikan dalam mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui beberapa

faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dari sisi Wajib Pajak.

Beberapa faktor tersebut dapat berupa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib

pajak, pelayanan perpajakan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan.

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis berkeinginan melakukan penelitian

lebih lanjut tentang Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi

Perpajakan serta pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam kaitan ini,

penulis berpandangan bahwa faktor-faktor tersebut dapat mewakili keseluruhan

permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah dan ruang

lingkup perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

a. Apakah Pemahaman Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak
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b. Apakah Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

c. Apakah Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

d. Apakah Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi

Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menguji dan mengkaji mengapa Pemahaman Wajib Pajak mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Menguji dan mengkaji mengapa Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Menguji dan mengkaji mengapa Sanksi Perpajakan mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Menguji dan mengkaji mengapa Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran

Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan  mempengaruhi Kepatuhan Wajib

Pajak.

Manfaat Penelitian:

a. Kegunaan Teoritis:
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Memberikan pemahaman teori-teori yang berkenaan dengan variabel-

variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal

pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

b. Kegunaan Praktis:

Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan variabel – variabel

yang meningkatkan tingkat kepatuhan (tax compliance) perpajakan oleh

wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan tax ratio dan

peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.
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